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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
KEGIATAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka menjaga kestabilan dan kelancaran

penyaluran Bahan Bakar Minyak untuk kebutuhan
dalam negeri, telah ditetapkan Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011
tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak;

bahwa ketentuan mengenai jangka waktu penyesuaian
penentuan pilihan Badan Usaha sebagai Pemegang Izin
Usaha Penyimpanan, Niaga atau sebagai Penyalur dan
kewajiban Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga
untuk melaporkan penunjukan Penyalurnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran
Bahan Bakar Minyak belum cukup memberikan waktu
bagi Badan Usaha untuk melakukan penyesuaian
tersebut, sehingga jangka waktunya perlu diperpanjang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Mengingat

1.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang
Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4253);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4436) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4996);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16
November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian
Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2009 tanggal 23 Oktober 20009;

Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18
Oktober 2011;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran
Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 685);
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